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RINGKASAN 

Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 ABT & AP) Pada UPT. Dinas 

Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur (Yusuf Hariya Putra, 

020903101087, 2007), 43 Halaman 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penting untuk mewujudkan 

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pajak merupakan salah 

satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan salah satunya adalah Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 ABT & 

AP). Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi 

Jawa Timur Jember Timur. 

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan laporan 

tugas akhir penulis dan juga untuk mengetahui bagaimana Mekanisme 

Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air 

Permukaan  (P3 ABT & AP) pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur 

Jember Timur, selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah sesuai dengan Perundang 

– undangan yang berlaku. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi : 

a. Membantu tugas administrasi perkantoran 

b. Mempelajari unsur – unsur materi yang terkait dengan Pajak Daerah 

khususnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & 

Air Permukaan (P3 ABT & AP) 

Hasil yang diperoleh dari Praktek Kerja Nyata ini adalah bahwa setiap 

pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air 

permukaan dipungut pajak dengan nama Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air 

Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 ABT & AP) hal ini diatur dalam Peraturan 

Daerah No. 16 Tahun 2001. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah & Air Permukaan (P3 ABT & AP) adalah pajak atas pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang 
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pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian 

rakyat. Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah air yang berada di dalam 

perut bumi atau di atas permukaan bumi, termasuk mata air yang muncul secara 

alamiah ke atas permukaan tanah. TArif P3 ABT adalah 20% sedangkan AP 

adalah 10%, keduanya tidak dapat dipisahkan karena berada dalam naungan satu 

Peraturan Daerah. 

Kwsimpulan yang di dapat dari hasil Praktek Kerja Nyata ini adalah bahwa 

Mekanisme Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air 

Permukaan (P3 ABT & AP) sudah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan 

Perundang – undangan yang berlaku, ini dibuktikan dengan pembayaran Pajak 

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 ABT & 

AP) oleh wajib pajak kepada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur 

Jember Timur tidak ada hambatan. Diharapkan hasil dari pungutan Pajak Daerah 

tersebut mampu mengembangkan perekonomian dan benar – benar memberi 

peran untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab. 

(Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Jember) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang  

Otonomi daerah di Indonesia mulai diterapkan berdasarkan Undang-Undang 

No. 22 / 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 / 2004 

tentang otonomi daerah, dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka otonomi daerah 

dilaksanakan. 

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 

Dengan demikian Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan peradilan, moneter, fiscal, agama dan kewenangan lain 

yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.  

Penyerahan kewenangan terhadap daerah oleh pemerintah pusat dimaksud 

agar pemerintah di daerah bisa bekerja mandiri dengan baik dan sedapat mungkin 

dapat memenuhi kewajibannya. Penyerahan kewajiban ini harus disertai dengan biaya 

yang memungkinkan daerah bekerja sebagaimana mestinya. 

Di samping pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat, maka daerah 

diberi kewenangan untuk mengelolah potensi yang dimilikinya, sehingga dapat 

menambah pembiayaan yang diberikan oleh daerah dalam penyelenggaraan 

kegiatannya, baik di bidang pemerintah umum, bidang  
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pembangunan maupun kemasyarakatan. Sampai saat ini kemampuan daerah dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah.  

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah memungkinkan daerah yang 

bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan 

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 

Sebagaimana konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang sedemikian ini, 

maka daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bahkan kewenangan mengatur dan 

mengurus rumah tangganya tersebut benar – benar berdasarkan  aspirasi ataupun 

kehendak masyarakat setempat. Hal ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah 

mampu mengelolah potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Dengan demikian telah 

menunjukkan adanya keinginan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 

pemerintah daerah sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten No. 28 Tahun 2003 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Pemerintah 

Kabupaten Jember memberikan kewenangan pada Dinas Pendapatan Daerah untuk 

melaksanakan kewenangan otonomi  daerah di bidang pendapatan. 

Dalam hal ini pemerintah diberikan untuk mendapatkan sumber keuangan 

baik tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang 

disediakan maupun kewenangan menggali potensi sumber daya keuangan yang 

dipunyai oleh daerah itu sendiri, dalam hal ini dikenal dengan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). PAD dapat digali dari beberapa sumber antara lain yaitu ; Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah disahkan 

dan PAD lain – lain yang telah disahkan.  

 

 


